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Pengenalan Open Government Indonesia &
RAN OGI VIl Tahun 2023-2024

Keterbukaan Informasi Sumber Daya Alam —
Lingkungan Hidup — Tata Ruang
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Gambar: Launching RAN OGI VII Tahun 2023-20247
Apa itu OGI?

OGI merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam

melaksanakan praktik keterbukaan pemerintah melalui
keanggotaannya dalam Open Government Partnership
(OGP) sejak 2011.

Melalui OGI, Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat
melalui ko-kreasi untuk menghasilkan ide dan inisiatif
yang dapat mempercepat pencapaian target dan prioritas
nasional melalui praktik keterbukaan pemerintah.

0OGI dalam konteks perencanaan dan prioritas nasional

Bab VIII RPJMN 2020-2024: Memperkuat Stabilitas

Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Prioritas Nasional 7 RKP 2023: Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pilar IV Visi Indonesia 2045: Pemantapan Ketahanan
Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan

| OGI mendukung pencapaian target dan prioritas nasional j
| secara umum melalui pelaksanaan praktik keterbukaan
| pemerintah dengan nilai-nilai: (1) transparansi, (2) partisipasi, |
| (3) akuntabilitas, (4) inklusivitas, dan (5) inovasi [
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Rencana Aksi Nasional

Keterbukaan Pemerintah 2011 - 2024
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Rencana Aksi
Keterbukaan Pemerintah Indonesia

RENCANA AKSI NASIONAL
KETERBUKAAN PEMERINTAH

Rencana Aksi Nasional
Keterbukaan Pemerintah Indonesia
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Isu Strategis & Proses Ko-Kreasi
RAN OGI VIl Tahun 2023-2024

ISU STRATEGIS RAN OGI VI
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Rencana Aksi Nasional Antikoru pSI Ruang Pelayanan . Li El’ll(ergi,
Keterbukaan Pemerintah Indonesia dan Kewarg aan Publik yang AkS.eS GEDSI dl ng Sungban’
2023-2024 dan I kl f Keadllan an umber
Anggaran ) nklusi Dava Alam
Demokrasi y

RAN OGI VII 2023-2024 disusun
berdasarkan hasil pemetaan, yang
menghasilkan enam isu strategis dan 15
Usulan Komitmen 15 8 18 21
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Keterbukaan Informasi Sumber
Daya Alam — Lingkungan Hidup —
Tata Ruang
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Gambaran Umum Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun

2019 Tentang Satu Data Indonesia

[_'D Pandemi Covid-19 memaksa implementasi layanan digital pemerintah ke level yang
U= belum pernah kita alami sebelumnya, data menjadi komponen wajib

Penggunaan dasar (data) yang tidak reliabel dalam agenda masif seperti
pemulihan Nasional berisiko menimbulkan inefisiensi / pemborosan sumber daya

Satu Data Indonesia dan program yang tidak tepat guna atau tepat sasaran

menjadi Sa ngat Kunci kesuksesan pemulihan Nasional terletak pada responsivitas, akurasi,
a adaptabilitas, dan kolaborasi
penting untuk
dllmplementa5|kan Hal-hal tersebut sangat bergantung pada kualitas data yang dijadikan dasar

pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program

Data and Development Cycle

P ™

o g

Data yang berkualitas akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas (tepat guna, tepat sasaran, adaptif, berkelanjutan, dan
progresif). Pembangunan yang berkualitas akan menghasilkan data yang berkualitas pula.
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rsﬂewmm. 39/2019 tentang SDI
INDONESIA 8




Kondisi Keterbukaan Data SDA-LH-TR

BHUMI - GISTARU

Upaya mendorong keterbukaan
data Sumber Daya Alam,
Lingkungan Hidup dan Tata Ruang:

1. Telah tersedia portal BHUMI

dan GISTARU untuk
mendorong keterbukaan data
sektor Tata Ruang

ESDM ONE MAP Satu Data 2. Telah tersedia Portal ESDM
Y ) &

Y W One Map untuk mendorong
) keterbukaan data sektor ESDM
3. Telah tersedia kanal

Lingkungan dan Sumber
Daya Alam dalam portal Satu
Data Indonesia (satudata.go.id)
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‘SATU DATA
INDONESIA

Data-data Lingkungan Hidup, Spasial,
dan SDA diharapkan dapat dapat
disajikan sesuai standar/prinsip Open
Data dan Satu Data Indonesia
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Integrasi Data: Data sudah tersedia, tetapi tidak
terintegrasi antara satu dengan yang lain
Standarisasi Data: Data yang tersedia tidak
memiliki standar data yang sama sehingga sulit
untuk diproses

Interoperabilitas: Data tersedia dalam format
yang terbatas, sehingga data sulit untuk
dibagipakaikan oleh lebih banyak
pemangkukepentingan

Data belum update: Data tidak diperbaharui
secara berkala.
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Komitmen

Pengembangan Sistem Satu Data Sumber Daya

15 Alam, Lingkungan Hidup, dan Tata Ruang

RAN OGl VI

Deskripsi Singkat Komitmen

Komitmen ini berupaya untuk mendorong keterbukaan data sektor Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Tata Ruang (SDA-LH-TR).
Ketersediaan data SDA-LH-TR menjadi suatu hal yang penting untuk meningkatkan upaya pemenuhan hak masyarakat atas informasi serta
mendorong partisipasi masyarakat dalam memperoleh jaminan terkait informasi SDA-LH-TR. Melalui komitmen ini, akan dilakukan upaya
untuk mengintegrasikan berbagai data SDA-LH-TR untuk mendorong pengembangan Satu Data Indonesia

Ukuran Keberhasilan: Waktu Pelaksana Komitmen Pemangku Kepentingan Terkait
Penyelesaian

yang
Diperkirakan

1. Pengembangan Data Prioritas =~ Desember 2024  Kementerian/Lembaga: -

Sektor SDA-LH-TR EE:?M
2. Pemetaan internal dalam K/L K-ATR/BPN

tentang masalah tata kelola Desember 2024 sekretariat SDI

satu data sektor SDA-LH-TR o .
Organisasi Masyarakat Sipil:

3. Penyelenggaraan Forum Data Auriga Nusantara
4. Penyajian data dalam portal ICEL
SDI PWYP
Media Link

GOVERNMENT s
§) st . WU, ey 11
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Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab

Komitmen 15
Isu Strategis

Kementerian/Lembaga Terkait

Bappenas
CSO Mitra

Point of Contact Kementerian/Lembaga

Point of Contact CSO

MATRIKS TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI NASIONAL
OPEN GOVERNMENT INDONESIA 2023-2024

: Pengembangan Keterbukaan Data SDA-LH dan Tata Ruang
: Energi, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Direktorat Lingkungan Hidup
: Indonesia Center for Environmental Law; Publish What You Pay; Yayasan Auriga Nusantara; MediaLink

: Antonius Aditantyo (tyo@icel.or.id)

: Herti Winastuti R. (KLHK), Tanti Wahyuni (Kementerian ATR/BPN)

: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Sasaran Ukuran
Kebérhasllan No. Keberhaalian Penanggung Jawab B06 (2023) B12 (2023) B18 (2024) B24 (2024)  |Data Dukung
Pengembangan 1 Penyusunan data KLHK Penyusunan daftar Penyusunan daftar Penyusunan standar Penyusunan
Keterbukaan Data prioritas sektor SDA- | KESDM data prioritas di data prioritas di verifikasi data dari standar
SDA-LH dan Tata LH yang partisipatif KATR / BPN sektor lingkungan sektor lingkungan hasil pertukaran data verifikasi data
Ruang hidup dan SDA hidup dan SDA dari hasil
— pertukaran data
ICEL 1. Kajian urgensi Penyusunan kajian Kajian integrasi,
PWY dibentuknya gugus terkait pertukaran pertukaran data, dan
tematik satu data dan integrasi data di verifikasi data SDA &
SDA&LH seluruh K/L/D
2. Kajian data
prioritas SDA & LH
2; Pemetaan internal KLHK Penyusunan Forum Koordinasi Forum Koordinasi Forum
dalam K/L/D tentang | KESDM pemetaan internal kebutuhan Data kebutuhan Data Koordinasi
masalah tata kelola KATR / BPN dalam K/L/D tentang Prioritas Sektor SDH- | Prioritas Sektor SDH- | kebutuhan Data
Satu Data Sektor SDI masalah tata kelola LH, yang melibatkan LH, yang melibatkan Prioritas Sektor
SDA-LH Satu Data Sektor LH- | OMS omMs SDH- LH, yang
SDA melibatkan OMS
Icel, Media Link, Penyelenggaraan Penyusunan kertas
PWYP Indonesia, diskusi kelompok kebijakan terkait
Auriga Nusantara terpumpun antara usulan potensi dan
CSO dengan masing- | tantangan
masing K/L/D untuk pelaksanaan satu
memetakan potensi data sektor SDA-LH-
dan tantangan SDA
elaksanaan Satu
ata Sektor LH-SDA
3. Penyelenggaraan KLHK Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
forum satu data di KESDM pra-forum data LH- forum data LH-SDA pra- forum data
sektor SDA-LH KATR / BPN SDA antara KLHK rutin antara KLHK LH-SDA rutin
untuk persiapan dan Pemerintah dan Pemerintah antara KLHK dan
data prioritas dan Daerah Piloting Daerah Piloting Pemerintah
Daerah
Piloting
standar data, dan
publikasi di portal
data
Icel, Media Link, Diseminasi kertas Diseminasi kertas
PWYP Indonesia, kebijakan terkait kebijakan terkait
Auriga Nusantara potensi dan potensi dan
tantangan satu data tantangan satu
di sektor LH-SDA data di sektor LH-
sebagai rekomendasi SDA sebagai
dalam forum satu rekomendasi
data di sektor dalam forum satu
Iirgkungan hidup- data di sektor
SDA lingkungan hidup-
SDA
4. Penyajian data SDA- | KLHK Dapat diaksesnya
LH dalam portal Satu | KESDM Data Prioritas LH-
Data Indonesia KATR / BPN SDA di portal
SDI Satu Data
Indonesia

12



A

A
()
f==

13




Poin-Poin Diskusi

Strategi Penyusunan Data dan Integrasi Sektor SDA-LH-TR

Strategi Ko-kreasi Pelaksanaan Capaian Komitmen Keterbukaan
Data SDA-LH-TR
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Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

Gedung MR2], lantai 11
Jalan Menteng Raya 21 DKI Jakarta 10340

http://ogi.bappenas.go.id
sekretariat.ogi@bappenas.go.id <] sekretariat.ogi@bappenas.go.id| f ’ @opengovindo[ n indonesiaopengov



